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Abstract

Waste management is a critical issue that directly impacts environmental quality and public health, particularly
in traditional market areas with high activity levels. This study aims to determine the implementation of waste
management policies at Tuah Serumpun Tualang Market in Siak Regency and to identify the inhibiting factors.
The research approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation,
interviews, and documentation. Research informants included the Head of the Environmental Agency, the Head
of the Market Management Office for Region III of Tualang and Sungai Mandau Districts, environmental
monitoring staff, cleaning staff, traders, and market visitors. The results indicate that the implementation of waste
management policies based on Siak Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 has not been optimal.
Obstacles identified include a lack of coordination between agencies, a lack of waste collection facilities (TPS), a
limited number of cleaning staff and waste collectors, and low community participation. Therefore, improvements
in communication aspects, additional resources, strengthening the disposition of implementers, and improving
the bureaucratic structure are needed to support effective policy implementation.
Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Traditional Market, Regional Regulation, Public

Administration

Abstrak

Masalah pengelolaan sampah menjadi isu penting yang berdampak langsung pada kualitas
lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya di area pasar tradisional yang memiliki intensitas
aktivitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun Tualang Kabupaten Siak serta mengidentifikasi faktor-
faktor penghambatnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian
meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Korwil III Kecamatan
Tualang Dan Sungai Mandau, staf pengawas lingkungan hidup, petugas kebersihan, pedagang, dan
pengunjung pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 belum berjalan optimal.
Hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya fasilitas tempat
penampungan sampah (TPS), terbatasnya jumlah petugas kebersihan dan pengangkut sampah, serta
rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi,
penambahan sumber daya, penguatan disposisi pelaksana, dan perbaikan struktur birokrasi guna
mendukung implementasi kebijakan secara efektif.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pasar Tradisional, Perda Kabupaten Siak,

Administrasi Publik

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hingga hari ini semakin kompleks, serta sangat menarik
untuk diperbincangkan dan dicari solusinya terkait isu-isu lingkungan. Dimana
permasalahan lingkungan yang meliputi berbagai segala aspek skala, mulai dari skala
internasional hingga ke skala pelosok desa, termasuk isu pemanasan global, banjir, dan
permasalahan lingkungan lainnya. Semua isu tersebut dapat menjadi suatu ancaman bagi
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seluruh makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Oleh
karena itu, diperlukan kesadaran manusia untuk bertindak terhadap permasalahan
lingkungan. Sebab, ketika ancaman seperti isu lingkungan dibiarkan secara berlarut-larut,
akan menyebabkan kerusakan yang parah dan semakin meningkatkan risiko terhadap
keberlangsungan hidup manusia.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, salah satu
faktor penyebabnya adalah sampah. Sampah menjadi suatu masalah yang tidak pernah
lepas dari permasalahan di setiap negara baik dikota maupun didesa. Dengan banyaknya
aktivitas manusia, produksi sampah meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat
dan dukungan untuk pengelolaan sampah, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas
sampah yang tidak memadai, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola
sampah secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan definisi sampah
merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari masusia atau proses alam yang berbentuk padat.
Sedangakan sampah secara umum didefinisiskan sebagai hasil dari kegiatan manusia atau
fenomena alam yang sudah tidak dimanfaatakan lagi dan akhirnya dibuang ke alam sekitar.
Pengertian tersebut mengarahkan bahwa sumber sampah adalah berasal dari kegiatan
masayarakat itu sendiri, berdasarkan undang-undang itu pula menyatakan bahwa setiap
orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus menjadi tantangan yang
serius bagi pemerintah, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat umum. Salah
satu tempat umum penyumbang sampah terbesar dalam kehidupan adalah pasar. Pasar
merupakan salah satu wadah perekonomian pedagang dan sebagian masyarakat, dengan
adanya pasar dapat meningkatkan retribusi daerah, menyerap tenaga kerja dan
mempermudah warga sekitar membeli kebutuhan pangan sehari-hari.

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya
pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti
pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu
untuk jual-beli barang. Adapun definsi pasar menurut Kuntowijoyo (1994) adalah sebagai
mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli
terhadap kepentingan pihak penjual.

Pasar Tuah Serumpun merupakan salah satu pasar tradisional yang ada dikota
Perawang yang terletak dijalan Raya Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Seperti
pasar pada umumnya, setiap hari aktivitas antara penjual dan pembeli terus berjalan. Namun
adanya aktivitas jual beli antara pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak
langsung menyebapkan adanya timbunan sampah yang cukup besar di pasar tersebut tiap
harinya dan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitar pasar
tersebut. Sampah yang dihasilkan berupah sampah plastik, dan sampah organik yang berasal
dari sayuran dan buah-buahan yang telah busuk akibat terlalu lama disimpan. Sayuran dan
buah-buahan yang busuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Sisa bahan makanan yang
tidak sedap dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga
dapat mengurangi nilai estetika pasar. Mengingat sampah memberikan dampak negatif bagi
kesehatan dan lingkungan maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan
secara kemprhensif dan terpadu agar memberikan manfaat bagi keseahatan masyarakat,
aman bagi lingkungan serta dapat mengubah pola masyarakat terhadap kebersihan. Untuk
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menangani permasalahan sampah pada Kecamatan Tualang termaksuk Pada Pasar Tuah
Serumpun Tualang, maka Pemerintah Kabuaten Siak membuat kebijakan berupa Peraturan
Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,
sebagai pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelolah sampah di Daerah
Kabupaten Siak.

Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2012 pasal 6 ayat (1)
menjelaskan bahwa (!) pengelolaan sampah terdiri atas: a. pengelolaan sampah; dan. b.
penanganan sampah. (2). Pengelolaan samapah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat.
(3). Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan
sampah didaerah.

Pengelolaan sampah yang dimaksud agar sampah yang dihasilkan tidak
membahayakan kesehatan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan
sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesahjetraan masyarakat. Sesuai
perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. dimana
tujuan dari perda ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif,
efisien dan ramah lingkungan, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan kebijakan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Siak No 11
Tahun 2012 salah satunya adalah berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah. Upaya ini melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentinganya pengelolaan sampah, pemilahan sejak dini, serta larangan membuang
sampah sembarangan. Selanjutnya penyediaan layanan dan fasilitas pengangkutan sampah
yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mulai dari
pengambilan sampah dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ketempat
penampungan sementara yang kemudian disingkat (TPS) lalu proses pengakutan dalam
bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara ketempat
pemrosesan akhir (TPA) yang terletak di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang. Sesuai
pada isi Perda Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi bahwa
“Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 17 di desa / kelurahan atau nama lainnya kawasan komersial, kawasan indsutri, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan,”

Meskipun pasar tidak disebutkan secara khusus didalam perda Kabupaten Siak No 11
Tahun 2012, namun pasar yang termakasud kedalam kategori fasilitas umum dan kawasan
komersial sehingga penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di pasar
merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah.

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah pada pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara:
a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola
sampah yang dibentuk oleh Rt/Rw:
b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
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c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan
khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung
jawab pengelolah kawasan: dan

d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah
dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan peangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin
terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat peangkutan sampah harus memenubhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan,
kenyamanan dan kebersihan.

Proses pemindahan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan pasar dengan
menggunakan Truk dan ambrol yang telah disediaakan oleh pemerintah melalui Dinas
Lingkungan Hidup. Pengangkutan sampah di Kecamatan Tualang mengunakan 2 truk dan 1
ambrol. Khusus di pasar tuah serumpun tualang, menggunakan 1 truk untuk mengangkut
sampah dikarenakan sampah yang dihasilkan sangat banyak dibandingkan dengan tempat
lainnyah dimana jumlah volume sampah yang dihasilkan dan diangkut dari pasar tuah
serumpun sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Sehingga untuk petugas kebersihan dan petugas
pengangkut sampah berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 orang petugas kebersihan dan 6
orang petugas penggangkut sampah dimana proses pengenangkutan sampah dari pasar ke
TPS dilakukan mulai dari jam 15:00-16:00 Wib. Sampah ini kemudian diangkut ke tempat
pembungan akhir (TPA) Tualang, yang menerima sekitar 1 hingga 2 ton sampah per harinya
tergantung pada kepadatan penduduk dengan mayoritas berupa sampah anorganik seperti
sampah plastik.

Pengangkutan sampah pada Pasar Tuah Serumpun Tualang ke tempat pembungan
akhir (TPA) Tualang dilakukan setiap hari mulai dari jam 07:00-12:00 Wib karena apabilah
terlambat maka sampah-sampah tersebut akan berserakan karena disebakan besarnya jumlah
volume sampah yang dihasilkan melebihi TPS yang tersedia. Dimana pada Pasar Tuah
Serumpun hanya tersedia 1 tempat pembuang sampah (TPS) yang dinilai masih kurang
efektif dalam penampungan sampah, dimana hal ini tentunya mengahasilkan suatu
permasalahan yang harus segera dilakukan penanganan secara serius mengingat sampah
yang merupakan hasil buangan yang bersifat rutinitas bagi masyarakat sekitar dan pedagang
yang beraktifitas ditempat tersebut yang dapat memberikan dampak negatif seperti,
hilangnya estetika lingkungan, pencemaran udara, menimbulkan bau yang tidak sedap dan
dampak terhadap kesehatan. Dimana hal tersebut tentunya menimbulkan ketidaknyamanan
kepada para pedagang dan pembeli yang berbelanja dan terhadap masyarakat yang melintas.
Berikut bukti dokumnetasi foto yang diambil oleh peneliti:

Gambar I.1: TPS Pasar Tuah Serumpun Tualang
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Sumber: Dokumnetasi Penulis, 2024

Gambar I.1 Merupakan fasilitas dan inprastruktur tempat penampungan sampah sementara
(TPS) yang tersedia di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang yang menjadi sorotan.
Dimana pada Pasar Tuah Serumpun ini hanya tersedia 1 tempat penampungan sampah
sehingga sampah yang dihasilkan pedagang dan masyarakat berserakan dan berceceran
dipinggir tempat penampungan, Selain itu kondisi tempat penampungan sampah yang tidak
tertutup menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga menimbulkan pencemaran udara,
menganggu ketertiban pengguna jalan dan mengurangi nilai estetika pasar.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah
guna mengevaluasi pencapaian tujuannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan pra penelitian, permasalahan pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun
Tualang Kabupaten Siak mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi yang kurang efektif dimana pada Pasar Tuah Serumpun Tualang terdapat
ketidaksesuaian antara pihak pengelolah pasar dan Dinas Lingkungan Hidup dalam
hal tanggung jawab pengelolaan sampah, yang menyebabkan penanganan sampah
yang kurang optimal sehinggah mengakibatkan adanya penumpukan sampah yang
tidak terkontrol dilingkungan pasar.

2. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas penunjang pengelolaan sampah di Pasar Tuah
Serumpun Tualang menjadi sorotan dimana tempat pembuangan sampah yang
disediakan seringkali tidak mencukupi akibat besarnya volume sampah yang
dihasilkan oleh masyarakat dan pedagang pasar sehingga menyebapkan sampah
meluber ke area pasar dan sekitar jalan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa bahwa pengelolaan sampah pada
pasar tuah serumpun merupakan hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu dirasa perlu
untuk dikaji dari segi pelaksanaannya. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian
mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Tuah Serumpun
Tualang Kabupaten Siak.”

Studi Kepustakaan
Konsep Administrasi

Administrasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang memilik komitmen
untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan untuk yang sama dan telah ditentukan
sebelumnya, Siagian (2008:2), administrasi menurut silalahi adalah kerjasama yang dilakukan
sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur
mendaya gunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisisen (dalam
zulkifli,2005;20).

Menurut Sondang P Siagian (dalam Pasolong, 2014:2), administrasi merupakan suatu
rangkaian proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi (2010:8), administrasi secara umum didefinisikan sebagai suatu
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bentuk kerjasama. Istilah ini berkaitan dengan aktivitas bersama yang dilakukan oleh
individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama tersebut
merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan terfokus,
berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama.

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011:3) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi
mengatakan “
dengan pekerjaan tulis menulis, tata usha, atau  kesekretararisan”. Kegiatan tersebut

administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan

mencakup aktivitas seperti menerima, mengirim, menyimpan, mencatat, menghimpun,
mengelola, dan mengadakan berbagai dokumen atau informasi.

Menurut Pasolong (2017:3), dalam buku Teori Administrasi Publik mendefinisi
“administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan.
Sedangkan menurut Leonard D White menyatakan administrasi adalah proses yang umum
atau upaya kelompok (organisasi) baik itu publik maupun swasta.

Menurut Hadari Nawawi (dalam syafie, 2015) administrasi adalah legiatan atau
rangkaina kegiatan sebagai proses pengendalian usaha keja sama sekelompok manusia untuk
mencapai tujuan berrsama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Admnistrasi merujuk pada keseluruhan rangkaian kerja sama antara dua atau lebih
individu yang berdasarkan pada suatu tujuan penting yang telah ditetepkan sebelumnya,
dengan memanfaatkan alat dan fasilitas tertentu yang mendukung pada pelaksanaan
kegiatan (Sondang P Siagian dalam Zulkifli & Moris 2009:11).

Konsep Organisasi

Menurut Robbins (dalam Budiharjo, 2014:17), organisasi dapat didefinisikan sebagai
sekumpulan individu yang secara terarah berkolaborasi dalam batas-batas yang cukup jelas
serta bekerja sama pada waktu yang telah ditentukan untuk meraih tujuan tertentu.

Menurut Scott (dalam Budiharjo, 2014;18), sebuah organisasi dianggap sebagai
sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama untuk menjaga keberlangsungan
organisasi. Oleh karena itu, mereka berpartisipasi dalam aktivitas kolektif di dalam organisasi
dan menciptakan sebuah struktur yang tidak resmi. Sementara itu, Hasibuan (2015:5)
menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem penggabungan resmi dari dua orang atau
lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah
sekumpulan individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan dalam
suatu sistem dan berkolaborasi untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang telah
ditetapkan.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari istilah yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui
serangkaian langkah dan diatur sesuai dengan urutan dari tugas-tugas manajemen. Dengan
demikian, manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam
Hasibuan Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (2014:1).

Berdasarkan pendapat Kristiawan (2017), manajemen adalah kombinasi ilmu dan seni
dalam mengorganisir, mengontrol, berkomunikasi, dan menggunakan semua sumber daya
yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga organisasi dapat
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Mariane dalam karyanya Azas-Azas Manajemen (2018:2) mengungkapkan bahwa
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manajemen dapat diartikan sebagai berikut. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas
yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang diperlukan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Hasibuan, yang
dirujuk  oleh  Mariane  dalam  bukunya  Azas-Azas Manajemen  (2018:3),
menyatakan bahwa "Manajemen adalah kombinasi antara ilmu dan keterampilan dalam
mengelola proses penggunaan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain dengan cara
yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu".

Dalam memahami dan menjelaskan manajemen, terdapat berbagai cara yang
menggambarkannya sebagai pengelolaan, penataan, dan lain-lain. Menurut Manulang (1998)
yang diambil dari (buku Zulkifli dan Nurmasari 2015:4), manajemen dapat dilihat dari tiga
sudut pandang:

1. Manajemen sebagai sebuah proses.
2. Manajemen sebagai kelompok manusia.
3. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai seni.

Pemahaman manajemen sebagai suatu proses bisa dilihat dari definisi yang diberikan
oleh Haiman (dalam buku Zulkifli dan Nurmasari 2015), yaitu fungsi yang bertujuan untuk
mencapai sebuah sasaran dengan melalui kegiatan orang lain, serta mengawasi usaha yang
dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari berbagai definis yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpukan bahwa
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana, yang diharapkan
dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. Van Meter dan
Van Horn (dalam Anggara 2014:232) menyatakan bahwa implementasi mencakup
serangkaian tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat serta kelompok, baik dari
pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan
dalam kebijakan.

Menurut Winarno (2016:134), implementasi kebijakan merupakan tahapan yang terjadi
setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui undang-undang. Tahapan ini dipahami sebagai
sebuah rangkaian proses atau keputusan-keputusan yang diambil yang bertujuan untuk
memastikan agar kebijakan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif dapat dilaksanakan
secara nyata.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai
tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua cara yang bisa dilakukan
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008;139),
menyatakan bahwa imlementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari keputusan dasar
pemerintah, yang bisa berbentuk undang-undang, keputuusan eksekutif, atau putusan
pengadilan. Biasanya, keputusan ini memuat permasalahan utama yang ingin diselesaikan,
tujuan yang hendak dicapai, serta cara-cara atau strategi untuk menjalankan kebijakan
tersebut secara terstruktur. Maksud dari implementasi tersebut menegaskan bahwa sebuah
kebijakan tidak cukup hanya dirmuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan, tetapi juga
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harus dijalankan agar dapat memberikan dampak nayata dan mecapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Konsep Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah adalah area layanan publik di mana pemerintah memiliki

tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sarana dalam pengelolaan limbah. Dalam
praktiknya, ini dapat melibatkan pihak ketiga serta partisipasi dari masyarakat. Diharapkan
bahwa pengelolaan limbah dapat mengurangi masalah-masalah yang diakibatkan oleh
limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan limbah sebagai
suatu sumber daya. Di tingkat nasional, pengelolaan limbah telah diatur dalam UU No. 18
Tahun 2008 tentang "Pengelolaan Limbah", di mana pasal 2 ayat 1 menjelaskan jenis limbah
yang dikelola adalah:

1. Sampah Rumah Tangga.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Sampah Spesifik

Kemudian dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tahunan bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan dan juga
mengubah sampah menjadi sumber pendapatan. Secara umum, isi undang-undang tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi
bagi masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS),
sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang
berwujud padat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia perlu diolah agar tidak
menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Pengelolaan sampah
merupakan kegiatan yang dilakaukan seacara teratarur, menyeluruh, dan berkelanjutan,
mencakup pengurangan serta pengelolaan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud
dalam UPPS mencakup pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang
samapah, dan memanfaatkan kembali sampah.

Secara umum, pengelolaan sampah di daerah perkotaan dilaksanakan dalam
tiga tahap, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menggambarkan
secara sederhana langkah-langkah dalam proses pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Pengumpulan, yang diartikan sebagai pengelolaan limbah dari lokasi asal hingga
tempat penampungan sementara sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada
tahap ini, digunakan alat bantu seperti tempat sampah, bak sampah, kontainer
sampah, gerobak, atau lokasi untuk penampungan sementara. Biasanya, dalam
pengumpulan melibatkan sejumlah petugas yang mengambil sampah pada waktu-
waktu tertentu.

2. Pengangkutan, yaitu memindahkan sampah dengan menggunakan alat transportasi
yang sesuai ke lokasi pembuangan akhir atau tempat pengolahan. Di tahap ini juga
melibatkan tenaga yang secara berkala mengangkut limbah dari lokasi penampungan
sementara ke tempat pembuangan akhir.

3. Pembuangan akhir, di mana limbah akan menjalani proses pengolahan baik melalui
cara fisik, kimia, maupun biologis sampai seluruh proses selesai.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip 3R:
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1. Prinsip awal adalah mengurangi atau reduksi limbah, yang berarti usaha untuk
menekan jumlah sampah di sumbernya dan bahkan dapat dilakukan sebelum sampah
itu muncul. Setiap sumber dapat berperan dalam mengurangi limbah dengan
mengubah cara konsumsi, yaitu merubah kebiasaan dari yang boros dan
menghasilkan banyak sampah menjadi lebih hemat efisien dan memproduksi sedikit
limbah.

2. Prinsip kedua adalah penggunaan kembali atau reuse, yang mengacu pada
pemanfaatan kembali bahan atau material agar tidak menjadi limbah tanpa melalui
proses pengelolaan.

3. Prinsip ketiga adalah daur ulang atau recycle, yang berarti mengolah bahan yang
sudah tidak berguna menjadi barang baru setelah menjalani proses tertentu.
Masyarakat dapat mendaur ulang berbagai jenis limbah dengan memanfaatkan
teknologi dan alat sederhana, seperti mengolah sisa kain menjadi selimut, kain lap,
keset kaki, atau mendaur ulang sisa-sisa makanan menjadi kompos.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu
kegiatan bertahap yang pada dasarnya bertujuan untuk mengolah sampah agar dapat diubah
menjadi bentuk lain yang bermanfaat dan tidak merugikan lingkungan.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik
yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang
telahdirumuskan. Kebijakan akan memberikan hasil nyata apabilah telah diimplementasika
n secara menyeluruh sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.Oleh karenan itu, untuk mengetahui bagaiamana Implementasi Kebijakan Penge
lolaan Sampah Pada Pasar Tuah Serumpun Tualang Kabupaten Siak, peneliti melakukan
wawancara dan observasi lapangan guna memperoleh data yang relavan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan
pedagang pasar, serta teknis pelaksanaan pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan di
lapangan, seperti penumpukan sampah yang tidak terkontrol di area sekitar Tempat
Penampungan Sementara (TPS), minimnya kesadaran pedagang dan pengunjung pasar
dalam membuang sampah pada tempatnya, serta keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori
implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu: komunikasi,
sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berikut hasil
pembahasannya:

1. Komunikasi

Menurut Winarno (2016:180), komunikasi merupakan proses penyampaian informasi
dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan publik, Edward menyatakan
bahwa informasi mengenai suatu kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada para
pelaksana kebijakan. Hal ini penting agar para pelaksana memahami apa saja yang perlu
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dipersiapkan dan dilakukan dalam menjalankan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran
kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan proses sosialisasi,
kejelasan informasi, serta konsistensi dalam penyampaian isi kebijakan kepada seluruh pihak
yang terkait.

Komunikasi menjadi salah satu dimensi yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan dalam suatu unit kerja. Dalam konteks implementasi kebijakan
pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun Tualang, komunikasi berperan sebagai
jembatan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Proses komunikasi ini
mencakup penyampaian informasi yang berisi pesan penting dari pihak pengambil kebijakan
kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti petugas UPT Pasar, pedagang, dan
masyarakat sekitar.

Kejelasan isi informasi serta konsistensi dalam penyampaian kebijakan menjadi hal
yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami arah dan tujuan
kebijakan tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat beberapa kendala dalam
hal komunikasi, seperti kurangnya sosialisasi secara langsung kepada pedagang dan
masyarakat, serta belum meratanya pemahaman tentang isi kebijakan pengelolaan sampah
di lingkungan pasar.

Dalam mengukur efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan, Edward
mengemukakan tiga indikator utama, yaitu: (1) transmisi informasi atau proses sosialisasi
kebijakan kepada pihak terkait, (2) kejelasan isi pesan kebijakan yang disampaikan, dan (3)
konsistensi informasi yang diterima oleh para pelaksana.

A. Transmisi

Transmisi atau sosialisasi merupakan tahap awal yang krusial dalam proses
komunikasi kebijakan publik. Pada tahap ini, penyampaian informasi kebijakan tidak hanya
ditujukan kepada pelaksana (implementor) kebijakan saja, melainkan juga harus mencakup
kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sosialisasi yang efektif
akan menentukan sejauh mana pihak-pihak terkait memahami, menerima, dan mendukung
implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, proses transmisi komunikasi kebijakan tidak lepas dari
berbagai hambatan. Salah satu hambatan umum yang sering dijumpai adalah adanya
ketidaksesuaian atau konflik antara pelaksana kebijakan dengan keputusan atau instruksi
yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Ketidakharmonisan ini dapat menyebabkan
gangguan komunikasi yang berujung pada pelaksanaan kebijakan yang tidak optimal. Selain
itu, transmisi informasi yang melalui banyak jenjang birokrasi juga menjadi persoalan
tersendiri. Rantai komunikasi yang terlalu panjang berisiko menimbulkan distorsi informasi,
di mana pesan awal yang disampaikan tidak sampai secara utuh kepada penerima terakhir.
Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran terhadap kebijakan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi yang
disampaikan dalam proses sosialisasi masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek-
aspek teknis implementasi kebijakan, seperti prosedur pengangkutan, penempatan, dan
pengelolaan sampah di lapangan. Ketidakjelasan ini kemudian berdampak pada pelaksanaan
kebijakan yang kurang optimal di tingkat operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi
kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun belum berjalan secara efektif.
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Sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh stakeholder secara komprehensif dan
tidak dilaksanakan secara rutin, serta belum memberikan kejelasan teknis yang dibutuhkan
oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi
kebijakan yang lebih intensif, mendalam, dan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat
tercapai secara optimal.

B. Kejelasan

Agar kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana, kelompok sasaran,
serta pihak-pihak terkait lainnya, maka diperlukan proses transmisi yang efektif. Hal ini
penting agar seluruh pihak memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan
publik yang disampaikan. Dengan demikian, masing-masing pihak akan memiliki gambaran
yang jelas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan langkah-langkah yang harus
dilakukan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien.

Penyebarluasan informasi mengenai isi atau substansi dari suatu kebijakan merupakan
bagian penting dalam menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kejelasan informasi
yang disampaikan selama proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap tingkat
pemahaman dan pengetahuan para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut. Oleh karena itu, isi kebijakan perlu disampaikan secara jelas, terperinci, dan mudah
dipahami agar dapat mendukung keberhasilan implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek kejelasan dalam
implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah masih
belum berjalan secara optimal. Meskipun isi kebijakan telah disampaikan, bahasa yang
digunakan dalam sosialisasi dinilai terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan sebagian
pelaksana di lapangan untuk memahami isi perda secara utuh. Pihak UPT mengungkapkan
bahwa istilah-istilah dalam perda sering kali tidak familiar, dan penjelasan teknis tambahan
sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan tafsir. Selain itu, belum tersedia pedoman
teknis atau contoh konkret sebagai acuan dalam pelaksanaan di lapangan
C. Konsistensi

Konsistensi dalam kebijakan sangat penting agar pelaksana, kelompok sasaran, dan
pihak-pihak yang terkait tidak mengalami kebingungan akibat kebijakan yang berubah-ubah.
Konsistensi ini berkaitan langsung dengan kelompok sasaran atau target group, yaitu pihak
yang menjadi objek utama dari pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat
bergantung pada kelompok sasaran ini, karena pada dasarnya kebijakan dibuat untuk
menjawab persoalan atau kebutuhan yang ada dalam kelompok tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek konsistensi, implementasi
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 di Pasar Tuah Serumpun masih menghadapi tantangan
dalam aspek konsistensi. Meskipun petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara
umum telah disampaikan dengan cukup jelas khususnya terkait pengangkutan dan
penempatan kontainer sampah namun kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya selaras
dengan arahan tersebut.

Beberapa kendala seperti keterbatasan armada, gangguan teknis, serta kondisi pasar
yang dinamis menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak selalu sesuai dengan rencana. Selain
itu, kurangnya sosialisasi secara rutin dan menyeluruh turut berkontribusi terhadap
perbedaan pemahaman antar pihak pelaksana. Setiap instansi atau pelaksana di lapangan
cenderung menafsirkan kebijakan dengan caranya masing-masing, yang kemudian
menghambat koordinasi dan penerapan kebijakan secara seragam. Dengan demikian, untuk
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mewujudkan pelaksanaan perda yang lebih konsisten dan efektif, diperlukan peningkatan
dalam hal koordinasi antar lembaga, penyesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan,
serta intensifikasi kegiatan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya

Menurut Winarno (2016:180), sumber daya merupakan elemen penting dalam proses
implementasi kebijakan yang harus dikelola dengan hati-hati, jelas, dan konsisten.
Pengelolaan yang baik diharapkan mampu membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lebih
efektif. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai sumber sangat diperlukan, seperti sumber
daya manusia (SDM), anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas
penunjang di lapangan.

Sumber daya dalam organisasi dipandang sebagai bagian dari input yang memiliki
dampak secara ekonomi dan teknologi. Dari sisi ekonomi, sumber daya berkaitan dengan
biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan organisasi, yang mencerminkan nilai atau manfaat
potensial saat diolah menjadi output. Sementara dari aspek teknologi, sumber daya
berhubungan dengan sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengolah input tersebut
menjadi hasil atau keluaran yang diinginkan (Tachjan, 2006:135).

A. Sumber daya mnnusia

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan
sebuah kebijakan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah
para pelaksana kebijakan di lapangan, seperti petugas, staf teknis, maupun aparatur yang
terlibat secara langsung dalam implementasi. Agar kebijakan dapat berjalan secara efektif,
jumlah pelaksana yang tersedia harus mencukupi untuk menangani beban kerja yang ada.
Tidak hanya itu, para pelaksana tersebut juga perlu memiliki kualifikasi yang sesuai, baik
dari segi pengetahuan, keahlian teknis, maupun keterampilan yang relevan dengan tugas
yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang,
dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Terutama pada bagian petugas kebersihan,
tenaga kerja yang ada belum sebanding dengan luasnya area pasar dan tingginya aktivitas
harian yang terjadi. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas lapangan, seperti
proses pembersihan sampah pasar dan pengangkutan sampah dari dalam pasar ke TPS,
belum bisa dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah petugas juga membuat
penanganan sampah menjadi lambat dan tidak menjangkau seluruh wilayah pasar secara
menyeluruh.

B. Sumber daya anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan
pelaksanaan kebijakan. Selain membuat program tidak dapat dijalankan secara maksimal,
minimnya anggaran juga berdampak pada menurunnya semangat dan komitmen para
pelaksana kebijakan di lapangan.

Menurut Sulila (2015:52), anggaran berperan sebagai alat perencanaan manajerial dalam
mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam konteks sektor publik, anggaran disusun untuk
merancang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, memperkirakan
besarnya biaya yang diperlukan, serta menghitung hasil atau manfaat yang diharapkan dari
pengeluaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran untuk
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kebersihan di Pasar Tuah Serumpun masih belum berjalan secara terpadu antara Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) dan UPT Pasar. Meskipun DLH memiliki anggaran rutin untuk
pengelolaan sampah, dana tersebut belum secara khusus difokuskan untuk kebutuhan pasar
tradisional. Bantuan yang diberikan biasanya berupa fasilitas dasar seperti armada
pengangkut dan tempat sampah, namun jumlahnya masih terbatas.

Di sisi lain, UPT Pasar lebih banyak mengandalkan dana dari retribusi pasar untuk
membiayai kebutuhan operasional harian, seperti honor petugas kebersihan dan
perlengkapan kerja. Keterbatasan anggaran dari kedua belah pihak, ditambah dengan
luasnya wilayah kerja, menjadi kendala dalam menciptakan pengelolaan sampah yang
maksimal di area pasar. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan perencanaan anggaran yang
lebih jelas antara DLH dan UPT pengelola pasar agar pengelolaan sampah di pasar bisa lebih
efektif dan merata.

C. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan seluruh fasilitas yang disediakan guna menunjang
pelaksanaan suatu kebijakan, di mana keberadaannya berfungsi secara langsung dalam
mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Menurut Sulila (2015:53),
pengembangan sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam menunjang
berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, serta memperkuat integrasi dan
kesatuan bangsa. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendukung
interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat serta menjalin keterhubungan
antarwilayah. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan sarana dan
prasarana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya
saing nasional.

Berdasarkan penelitian dengan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang dan petugas
kebersihan, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan
sampah di pasar masih belum mencukupi. Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah
menyediakan dua unit kontainer amrol dan menugaskan beberapa petugas, namun
kenyataannya di lapangan sering kali hanya satu kontainer yang benar-benar bisa digunakan,
padahal volume sampah yang dihasilkan cukup tinggi karena aktivitas pasar berlangsung
selama 24 jam. Dari sisi petugas, mereka juga mengungkapkan bahwa peralatan kerja seperti
sapu, gerobak dorong, serta perlengkapan keselamatan kerja (APD) masih terbatas. Banyak
di antara mereka yang harus menggunakan alat yang sudah usang atau bahkan membeli
perlengkapan sendiri karena tidak mendapatkan distribusi APD secara rutin. Tempat sampah
juga belum tersebar secara merata, sehingga banyak sampah yang dibuang sembarangan dan
cepat menumpuk. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah
di Pasar Tuah Serumpun masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi ketersediaan
fasilitas, keterbatasan perlengkapan, hingga kurangnya dukungan bagi petugas di lapangan.
Akibatnya, proses pengelolaan sampah belum berjalan maksimal dan masih perlu
ditingkatkan ke depannya.

3. Disposisi

Menurut Winarno (2016:183), disposisi atau sikap dari para pelaksana merupakan salah satu

faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan dapat

diimplementasikan secara efektif, pelaksana perlu memiliki kemauan dan sikap positif dalam

menjalankan tugasnya. Disposisi ini mencerminkan karakter serta sifat dasar dari pelaksana
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kebijakan. Ketika seorang implementor memiliki sikap yang baik, maka kebijakan cenderung
akan dijalankan sesuai dengan harapan dari pihak pembuat kebijakan. Sikap tersebut
meliputi aspek komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis.

Sebaliknya, jika pelaksana tidak memiliki disposisi yang mendukung, maka hal ini
dapat menjadi hambatan nyata dalam proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk
memastikan bahwa individu yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan adalah orang-orang
yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam
hal pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

A. Komitmen pelaksana

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap aparatur dituntut memiliki
komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam menginternalisasi nilai-nilai mutu pelayanan
publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Wujud dari
komitmen tersebut tercermin dalam karakter pelaksana kebijakan yang mencakup kejujuran,
tanggung jawab, ketelitian, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja secara efektif dan efisien.
Selain itu, aparatur juga diharapkan memiliki sikap inovatif, mampu memberikan pelayanan
dengan penuh penghormatan, bersikap sopan, ramah, adil tanpa diskriminasi, bekerja secara
profesional tanpa tekanan, serta menjunjung tinggi integritas, guna mendukung keberhasilan
implementasi suatu kebijakan.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari hasil narasumber dan observasi
yang peneliti lakukan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya komitmen untuk menjalankan
pengelolaan sampah itu sudah ada. Pihak pengelola pasar terlihat berusaha menjalankan
tugasnya sesuai Perda No. 11 Tahun 2012, seperti dengan menjadwalkan pengangkutan
sampah, menempatkan petugas kebersihan di beberapa titik, dan mengingatkan pedagang
untuk buang sampah di tempat yang benar.

Tapi, di sisi lain, masih ada tantangan yang dirasakan. Jumlah petugas kebersihan yang
terbatas membuat para petugas kebersihan pasar kewalahan, apalagi saat hari pasar besar di
mana sampah menumpuk lebih banyak. Beberapa pengunjung juga mengaku kalau petugas
sebenarnya sudah rajin, cuma karena orangnya sedikit, jadi belum semua area bisa bersih
maksimal. Dari situ bisa dilihat, walaupun niat dan komitmennya sudah ada, tapi
pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Butuh dukungan tambahan seperti
penambahan tenaga kebersihan, fasilitas yang memadai, dan sosialisasi yang lebih rutin
supaya semua pihak benar-benar paham dan bisa kerja bareng dalam menjaga kebersihan
pasar.

B. Kejujuran

Pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menerima, menanggapi, dan
menghargai berbagai bentuk aspirasi, keluhan, maupun pengaduan dari masyarakat. Oleh
karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme penyampaian aspirasi yang jelas dan
terbuka agar masyarakat memahami prosedur yang harus mereka lalui. Dengan adanya
kejelasan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh respon atau tindakan nyata
dari pemerintah dalam waktu yang terukur. Salah satu bentuk pendekatan yang bisa
dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk
mencapai titik temu, atau menyediakan saluran komunikasi dua arah yang dibangun atas
dasar keterbukaan dan kejujuran guna menumbuhkan kepercayaan publik terhadap
pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti
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terhadap Kepala Korwil III Kecamatan Tualang serta pedagang pasar, dapat disimpulkan
bahwa sub indikator kejujuran pelaksana kebijakan, khususnya petugas kebersihan, dinilai
sudah cukup baik. Kepala Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang menyatakan bahwa para
petugas kebersihan memiliki sikap tanggung jawab dan bisa dipercaya. Mereka
melaksanakan tugas tanpa pilih-pilih area kerja dan tetap bekerja meskipun dalam kondisi
pasar yang ramai atau tidak ideal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serta kejujuran
dalam menjalankan tugas di lapangan.

Senada dengan itu, hasil wawancara dengan pedagang juga menunjukkan persepsi
yang positif. Para petugas dinilai rajin, bekerja dari pagi hari tanpa tebang pilih, dan tidak
pernah terdengar melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyalahgunakan barang
dagangan pedagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan
dalam aspek kejujuran sudah berjalan dengan cukup baik. Petugas kebersihan dinilai
memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka, meskipun masih
terdapat kendala di lapangan seperti keterbatasan jumlah personel atau sarana pendukung.

4. Struktur Birokrasi
Menurut Winarno (2016:188), struktur birokrasi adalah tatanan unit kerja dalam sebuah
organisasi yang mencerminkan pembagian tugas yang jelas, termasuk pemisahan fungsi atau
aktivitas yang beragam. Struktur ini dirancang agar setiap bagian saling terintegrasi,
terkoordinasi, serta memiliki spesifikasi tugas yang jelas, alur komando yang tertata, dan
sistem pelaporan yang terstruktur. Struktur birkokrasi yang berperan dalam pelaksanaan
kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut.
Adapun hal ini meliputi: 1) Adanya standar operasional prosedur, dan 2) Fragmentasi.
A. Adanya Sop
Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi dengan Staf Pengawas
Lingkungan Hidup dan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang, dapat disimpulkan bahwa
penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan sampah di kawasan pasar
masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun
SOP sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan di lapangan belum
sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut dan masih perlu penyesuaian teknis yang
menyesuaikan dengan kondisi pasar. Sementara itu, pihak penggelolaan pasar Kecamatan
Tualang belum memiliki dokumen SOP yang secara rinci mengatur pengelolaan sampah
pasar. Aktivitas pengelolaan lebih banyak dijalankan berdasarkan kebiasaan yang
berkembang di lapangan serta pengalaman petugas. Hal ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan penggelolaan sampah pada pasar masih dibutuhkan perbaikan dalam hal
koordinasi antara UPT pasar dan DLH, serta pentingnya penyusunan SOP yang lebih spesifik
agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan
regulasi yang berlaku.
B. fragmentasi
Fragmentasi dan keterlibatan lebih banyak pelaku dalam pelayanan publik
membutuhkan komitmen mutu yang jelas dan tegas berdasarkan tingkat kewenangan yang
diberikan. Komitmen mutu terdiri dari tiga tingkat, yaitu pada tingkat organisasi yang
menetapkan prinsip dan janji pemerintah untuk kualitas yang memenuhi permintaan
konsumen dan mendukung partisipasi publik (berdasarkan kualitas pelanggan).
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Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari wawancara dengan Staf Pengawas
Lingkungan Hidup dan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang, diketahui bahwa koordinasi
antara pihak pasar dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah
masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun telah adanya kerja sama, implementasinya
di lapangan belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya kejelasan yang
tegas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antara DLH dan pihak Korwil III
Kecamatan Tualang. Informasi dari narasumber juga menunjukkan bahwa komunikasi
memang terjalin, namun sering kali tidak disertai dengan tindakan langsung di lapangan. Hal
tersebut terjadinya karena adanya ketidakpastian mengenai siapa yang sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah sehingga hal tersebut menjadi sebuah
persoalan yang belum terselesaikan. Di samping itu, keterbatasan tenaga kerja, sarana, dan
prasarana turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pengelolaan sampah secara
efektif. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antarinstansi terkait masih perlu
ditingkatkan, baik dari segi komunikasi, pembagian tugas yang lebih jelas, maupun
penyediaan sumber daya yang memadai, agar proses pengelolaan sampah di pasar dapat
berjalan dengan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Penyusunan SOP Teknis Khusus
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu segera menyusun dan
menetapkan SOP teknis yang sesuai dengan kondisi pasar tradisional, agar
proses pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terarah dan konsisten oleh
seluruh pihak pelaksana
2. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi
Koordinasi yang kuat antara Korwil III Kecamatan Tualang sebagai pengelola
pasar dan DLH sebagai instansi teknis yang menangani persampahan sangat
penting untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Saat ini, lemahnya
koordinasi antarinstansi menyebabkan seringnya terjadi miskomunikasi dan
tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme
koordinasi yang lebih rutin dan sistematis, seperti rapat koordinasi bulanan,
penggunaan platform komunikasi digital antarinstansi, serta pembentukan tim
kecil lintas sektor yang bertugas menangani masalah sampah secara cepat.
Dengan memperkuat komunikasi dan sinergi ini, hambatan-hambatan teknis
dan administratif yang selama ini terjadi bisa diminimalisasi, dan kebijakan
yang sudah dibuat dapat berjalan secara sinkron di lapangan.
3. Penambahan Tenaga Kebersihan dan Fasilitas
Kondisi jumlah petugas kebersihan yang tidak sebanding dengan volume
sampah yang dihasilkan menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya
pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun. Oleh karena itu, pemerintah
perlu melakukan rekrutmen atau penempatan ulang tenaga kerja kebersihan
agar jumlahnya sesuai dengan beban kerja di lapangan. Di samping itu, perlu
dilakukan pengadaan dan perbaikan sarana pendukung seperti tempat sampah
yang memadai di tiap titik strategis pasar, pembangunan TPS (Tempat
Penampungan Sementara) yang tertutup dan sesuai standar, serta penambahan
armada pengangkut sampah yang memiliki jadwal pengangkutan tetap.
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Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, proses pengelolaan sampah akan berjalan
lebih lancar dan efisien, serta mengurangi potensi timbulnya tumpukan sampah
yang mengganggu aktivitas pasar.

4. Peningkatan Anggaran

Aspek pendanaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, khususnya dalam hal
operasional, penyediaan fasilitas, dan pelatihan sumber daya manusia. Oleh
sebab itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih
proporsional dan berkelanjutan untuk program pengelolaan sampah di pasar.
Anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan penting
seperti pemeliharaan alat dan sarana kebersihan, pelatihan petugas, kampanye
penyuluhan kepada masyarakat, serta insentif bagi petugas lapangan yang
berprestasi. Jika anggaran tersedia dengan cukup dan dikelola secara
transparan, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya akan berjalan lebih baik,
tetapi juga dapat dievaluasi secara terukur.

5. Edukasi dan Pengawasan kepada Masyaraka

Keterlibatan masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar,
merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih
dan sehat. Tanpa kesadaran kolektif dari seluruh pengguna pasar, sebaik
apapun sistem pengelolaan yang dibuat, tetap akan sulit mencapai hasil yang
optimal. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan
dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pasar.
Edukasi ini bisa dilakukan melalui spanduk, brosur, pengumuman rutin, hingga
kegiatan sosialisasi langsung seperti penyuluhan atau simulasi praktik
membuang sampah yang benar. Di samping itu, pengawasan yang ketat dari
petugas juga penting untuk mendorong kedisiplinan, misalnya dengan adanya
sanksi administratif atau peringatan bagi pelanggar. Upaya ini diharapkan
dapat membentuk kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab, sehingga ke
depan, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif
dari seluruh lapisan masyarakat.
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